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BUPATI KONAWE SELATAIE!!!!!; —

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: 2 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AOPA

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kwantitas,
dan kwalitas pelayanan PDAM diharapkan mampu

menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat

menutup seluruh biaya usaha, berdasarkan prinsip ekonomi

perusahaan yang sehat maka perlu ditetapkan tarif air

minum PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;

b.bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan dan

kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan

pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa

Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat dan

pelanggan, serta terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum

yang sehat dan mandiri, dipandang perlu mengadakan

penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Besaran Tarif

Perusahaan Daerah Air Minum.



1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4267);

5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);



oq Tahun 2004 tentang Sistemg.Undang-undang Nomor (Lembaran Negara
Perencaiiaan Pembangunan Tambahan
Republik Indonesia Tahun „„„or4421);
Lembaran Tatan 2004 tentang Pemerintah

lO.Undang-undang Nomo Indonesia Tahun 2004
Daerah (Umbaran Negara epu Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana te
terakhir dengan " ,„dang Nomor 32
tentang Perubahan Kedua J Negara~2004tentans Pem^—Oae^^^^ 5. Tambahan
Republik Indonesia Tahun aqaav
Lembaran ^^^1^2004 tentang Perimbangan

4438)'. 2009 tentang pelayaan12.undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009
Publik (Lembaran Ng „ Reoublik Indonesia
Nomor 112. Tambahan Umbaran Negara Republ
Nomor 5038); Pembentukan

13.Undang-undang om (Lembaran Negara Republik
Peraturan --n-nda^^^^^^^^
Indonesia Tahun 2011 Worn
Negara Repubhk Indonesia Nomor tentang

H.peratur^ P-nn-h ^omor^^^^

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom^r

-•P— : Z: inan Umum (UmbaranPengelolaan Keuanga (,05 ^omor 48, Tambahan
Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.

16. peraturan Pemenn-h —

::::rT™00S Nomor .O, Tambahan Umbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),



Tahun 2005 tentang

"x:

Nomor4585); ^qoS tentang
18.Peraturan ^^^""pengawasan Penyelenggaraan

Pedoman Pembmaan da Kepublik Indonesia
Pemerintahan Daerah (Umbaran Negara RP
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranRepublik Indonesia Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah

^^"^^Canri Kep... Indonesia
;z;r— „—n Ke^a^a Republik
Indonesia Nomor 4737);

rr l:n\007 Komor 8. Tambahan —ran
Kegara Republik Tahapan.

21.PeraturanPemennta o Evaluasi
^ » r„ra Penyusunan, Pengendalian danTata Cara y Daerah (Lembaran

CrCb=esi~^^

22,Peraturan Daer^ P ana jangka
™ Taer^ten Konawe Selatan Tahun 2010 -
"Cn-an Oaerah Kabupaten Kona.e Selat^n Tahun
2010 Nomor 03); Qelatan Nomor 10

"•"oort^Lrult:: p:—n .ang men^adi
an Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan

"rolr: Kabupa^n Konawe Selatan Xahun 2007
Nomor 10);



Pe— Oaera. Ka.upa.n Kona.e
,011 tentans PendirianDaerah KabupatenKonaweSelatan

25.Peraturan Daerah Airr:,"i:ar.oLhKahupa.er.Ko„a.eSeia.n—
2013 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

«."«•"• Er-p.=-"""'»
Kabupaten Konawe

BAB 1

kbtentuan UMUM

Pasal 1

oalam Peraturan Bupa. ir>i yans — » •

;• pr::r— ::2. Ca: aar. Peran... daerah seha.ai .nsur
penyelenggara urusan pemerintahan oleh

3.Pemerintahan Daer a tugas

pemeriritah daerah dan DPK dalam sistem dan
pembantuan dengan P™ '̂PJp^ik Indonesia sebagaimana dimaksud
prinsip Negara Kesatuan P ^ Indonesia Tahun 1945;
dalamUndang-undangDasar eg Kabupaten

4.Kepala Daerah selanjutnya d.sebut Bupa
KonaweSelamn; DPRD adalah

5.Dewan Perwakilan aky , ^^^„oaten Konawe Selatan;
Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

6. Perusahaan Daerah Air Minum yang se pelayanan air roinum;
Badan Usaha Mim Kabupaten Konawe Selatan;

;:o"peCa^--h Dewan Pengawas PDAM Tirta Aopa Kabupaten
Konawe Selatan;



,, 0.. —rrr;r—
cadangan m^antaatkan i™""""

10 Pelanggan adalah perorangan atau bada y" ™A.P.—7-'cr„.,
„ TaJf •!> adalal, !.»» *" """ '"'

PDAM untuk setiap pemakaian m i
...t— ^rlla. pe—an anta.a .Hp a. — un.uk

Uelompok pelanggan tertentu dibayar pelanggan
13. Rekening Air adalah

::rd—-
TsO^at«;rg—;::lske—an pembayaran
,e Ca-::::r:a^~^

mencakup biaya sumber air, biaya p B
dis^busl, biaya ke.ltraan, biaya — ^ ,.3a

IS.Laba bersih adalah keuntungan yang d>pe
produksi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif meliputi;
(1) Pemakaian air minum, dan
(2) Biaya administxasii dan biaya pemeliharaan meter air.

Pasal 3

Subjek tarit adalah pelanggan
yarakat yang menggunakandan mas;

dari PDAM.

air minum



BAB III

kelompok PELANGGAN

Pasal 4

•f • PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe SelatanStruktur tanf air minum tprcantum pada
berdasarkan kelompok pelan^an sebaga^-a tercantum
lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

struktur dan besarnya tarif

Pasal 5

pelanggandengantanfprogresi dimaksud pada ayat (1)

Peraturan Bupati ini.

BAB V

mekanisme dan prosedur
penerapan dan perhitungan tarif

Bagicux Kesatu
Mekanisme dan Prosedur Penerapan Tarrf

Pasal 6

sr:;=—.c.:—•—

C. Pemerintah daerah selaku dimaksud pada ayat
(3, Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagap,hurufaharusmenjamm,.pent^^^^^^^^ dimaksud pada ayat (2)

didalam rencana jangka panjang (coporate plan),



:C:lu..n.ya„.--^,„ ... a. se.a.—
,e,......an dan n pa.a

a. Keteijangkauan
b. Mutu pelayanan;
c pemulihan biaya,

: r::-. •» ~»- 't:^

•' "-^rE-"""
(9) Komponen biay

- ®" '̂°''trdanpemeliharaan;
b. Biayaumumdanp
c Biaya peny"®^ '̂a.Biayabungapinia-an. ^
e. Keuntunganyang^a)
f. Biaya Iain-lain.



Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 7

1) Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual;
2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.dasarkan atas

tingkat biaya sebagai berikut;
a. Biaya rendah;

b. Biaya dasar;

c. Biaya penuh;

(3) Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan oleh PDAM.

BAB VI

PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal 8

perhitungan Penggunaan Air Minum didasarkan pada tingkat pemakaian air
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati mi.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 9

(1) Setiap pelanggan air minum berhak.

a Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kwa. as,
kwantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;

b. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tanf serta
tagihan; , , i •

0. Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian
pelayanan;

d. Sebelum mengajukan gugatan atas pelayanan yang merug.kan
dirinya ke pengadilan dilakukan terlebih dahulu arbitrase.

(2) Setiap pelanggan air minum, berkewajiban:
a. Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b. Menggunakan produk pelayanan secara bijak;
c Turut menjaga dan memelihara sarana air mmum;
d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM; dan



e. Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila
terjadi perselisihan.

BAB IX

BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 10

Segala biaya yang di keluarkan didasarkan pada tabel biaya sebagaimana
terlampir dalam Peraturan Bupati Ini.

BABX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di loket yang telah disediakan
oleh PDAM;

(2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai setiap tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 bulan berikutnya dan
apabila tanggal bertepatan dengan hari libur, cuti bersama nasional,
maupun kondisi darurat maka akan diadakan perubahan jangka waktu
pembayaran;

(3) Penyesuaian terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Surat Edaran Direksi serta diumumkan pada
masyarakat dan pelanggan;

(4) Pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti
pembayaran rekening yang sah dari PDAM.

BAB XI

PEMUTUSAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

SALURAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Pemutusan

Pasal 12

(1) Pemutusan saluran air minum dilakukan apabila pelanggan tidak melunasi
rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;



BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum yang melampaui
batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dikenakan sanksi administrasi berupa denda;

(2) Ketentuan besaran denda dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Direksi;

(3) Sanksi Pelanggaran Konsumen

a. Bagi konsumen / masyarakat yang melakukan penyambungan air
tanpa sepengetahuan dan seizin PDAM (pencurian) akan diproses
secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku dan atau
diperhitungkan kerugian PDAM;

b. Bagi konsumen / pelanggan yang dengan sengaja merusak meter air
dibebankan biaya penggantian meter sebesar harga meter air dan
kerugian PDAM selama meter tersebut dirusakkan;

c. Bagi konsumen / pelanggan yang pemakaian aimya tidak diketahui
disebabkan karena kelalaian konsumen yang menyebabkan meter air
rusak dikenakan tarifperkiraan minimal 33 M^ per bulan;

d. Perusakkan segel meter air, pemindahan posisi meter air dan merubah
konstruksi penyambungan tanpa seizin / sepengetahuan PDAM,
dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir;

e. Penyadapan air dengan menggunakan mesin pompa secara langsung ke
pipa pensil dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan
terakhir.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaaimya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati
Konawe Selatan.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangs
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah KabupatenPeraturan

Kabupaten Konawe Selatan.

Diundangkan di Andoolo
padaFtanggal, \ ^ ' 2014

c^Plt.SEltoTARIS DAERAH
^/kabupat^n selatan

^ Dr^RuW^TlLONDAE.M.Si
^^^feeinbiri^^^tama Muda, Gol.IV/c

^=^^TI^195801271979031005

pada -'J- I

BUPXTtK

1

Xf,SEL

hi ^
^IMRAN

ITAN,

%r~ "^ARAFJlQQESiy^-^i---: r-
•" INSTT^Si
T. i.

13 r'OApC, ^

berita daerah kabupaten konawe selatan tahun
NOMOR.,^..



ampiran peraturan bupati konawe selatan
wnivrrk'R • ^ TAHUN2014NOMOR

TANGGAL

PERIHAL

TAHUN 2014

^ \.:X ~ 2014

STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA
kabupaten konawe selatan

STRUKTUR TAWF PDAM TIRTA AOPA KABUPATEN
KONAWE SELATAN BERDASARKAN TINGKAT BIAYA

kelompok

PELANGGAN

kelompok 1

KELOMPOK II

kelompok hi

kelompok IV

kelompok
KHUSUS

0-10

TingkatBiaya

Rendah

Tingkat Biaya

Dasar

Tingkat Biaya

Dasar

Tingkat Biaya

Penuh

DASAR PENETAPAN TARIF

"~nT^o

ringkat Biaya Tingkat Biaya
Rendah Rendah

ringkat Biaya Tingkat Biaya
Pf>niih Penuh

11-20

Tingkat Biaya

Rendah

Tingkat Biaya

Penuh

TingkatBiaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

31 -DST

Tingkat Biaya

Rendah

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

Tingkat Biaya

Penuh

r» ATTT AT? STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA KABUPATENkonawe SELATAN BERDASARKAN TINGKAT BIAYA

^ 1 55E5S5ISkelompok Pio 0-10 J LLJO—I J
SANDl

Pig

GOLONGAN

PELANGGAN

Social Umum
Hidran Umum _

MCK/ WCUmum
<;n<iial Khusus I ^
Terminal Air

Rumah Ibadah
«;n.;ial KhUSUS II
Yayasan Sosial
Panti Asuhan
Rumah Tangga I ^
Rumah Sangat Sederhana
Rumah Sederhana

Rumah Tanfiga Biasa
Rumah Tangga II
Rumah Mewah
Kantor Pemerintah TNI &
POLRI

Puskesmas, Rumah Sakit I
Pemerintah,TNI &POLRI

Kedutaan, Konsultan
Negara Asing
Mess Pemerintah
Rumah Dinas Pemerintah,
TNI & POLRI

<;ekolah Negeri & Swasta

NIAGAKECILI

Warung Makan
Wartel

Rumah Kontrak/ Cost
Rumah yangberfungsi
sebagai tempatusaha kecil

60 % TBR

60%TBR

60% TBR

60 % TBR

65% TBR

65 % TBR

40 % TBR

40 % TBR

40 % TBR

60% TBR

60% TBR

30% TBR

30% TBR

35% TBR

35% TBR

30 % TBR

30% TBR

30% TBR

RM 45% TBR 35% TBR

KP 45% TBR 35% TBR

RS 45 % TBR 35% TBR

KD 45% TBR 35% TBR

MP 45% TBR 35% TBR

RD 45% TBR 35% TBR

SN 45 % TBR 35% TBR

WM 50% TBR 40 % TBR

WT 50% TBR 40 % TBR

RC 50% TBR 40% TBR

RU 50 % TBR 40% TBR

65% TBR 70% TBR

65% TBR 70% TBR

25% TBR 30% TBR
25% TBR 30% TBR

28% TBR ~ 33% TBR
28% TBR 33 %T^

35 %TBR ~ 40%TBR
35 %TBR 40 %TBR
35 %TBR 40 %TBR

40%TBR " 45% TBR

40% TBR 45% TBR

40% TBR 45% TBR

I 40% TBR 45% TBR

40 %TBR 45 %TBR

40 %TBR 45 %TBR

40 % TBR 45% TBR

45 % TBR 50 % TBR
45 %TBR 50% TBR
45% TBR 50% TBR

45% TBR 50% TBR



NIAGA KECIL l(

Toko

Ru ko

Gudang

Rumah Makan/ Restoran
Besar

Bengkel Besar

BankPemerintah/ Swasta
Rumah Sakit Swasta

Klinik Swasta (Dok. Praktek)
NIAGA BESAR
Rumah yang berfungsi
sebagai tempat usaha besar
Industri Rumah Tangga

INDUSTRI

PLN

TELKOM

Pabrik Besar

KHUSUS

Pelabuhan

55% TBR

55% TBR"
55 % TBR

55% TBR

55 % TBR

55 % TBR

55% TBR

55% TBR

45% TBR

45% TBR

45 % TBR

45% TBR

45 % TBR

45 % TBR

45% TBR

45 % TBR

5 % TBR

5% TBR

5 % TBR

5% TBR

5% TBR

5% TBR

5% TBR

5 % TBR

55 % TBR

55% TBR

55% TBR

55 % TBR

55 % TBR

55% TBR

55% TBR

55 % TBR

TU 60 % TBR 65% TBR 70% TBR 75% TBR

IR 60 % TBR 65% TBR 70 % TBR 75% TBR

PL

TL

PB

65 % TBR

65 % TBR

65 % TBR

70 % TBR

70% TBR

70% TBR

75 % TBR

75 % TBR

75% TBR

80 % TBR

80% TBR

180% TBR

100% TBR 100% TBR 160% TBR

mSTMKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA KABUPATCN KONAWE
SELATAN BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

TINGKAT PEMAKAIAN (M3)

KELOMPOK

GOLONGAN

PELANGGAN

Social Umum

Hidran Umum

MCK/WCUmum

Snsial Khusus I
Terminal Air

Rumah Ibadah

«;n<:ial Khusus II —
Yayasan Sosial
Panti Asuhan

Rumah Tangga I

Rumah Sangat Sederhana
Rumah Sederhana

Rumah Tangga Biasa
Rumah Tangga II

Rumah Mewah
Kantor Pemerintah TNI &POLRI
Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, TNI &
POLRI

Kedutaan, Konsultan Negara Asing
Mess Pemerintah
Rumah Dinas Pemerintah, TNI &POLRI
Sekolah Negeri & Swasta

~ IMIAGAKECIL!
Warung Makan
Wartel

Rumah Kontrak/ Cost
Rumah yang berfungsi sebagai tempat
usaha kecil
NIAGA KECIL II
Toko

Ruko

Gudang

Rumah Makan/ Restoran Besar
Bengkel Besar

BankPemerintah/ Swasta
Rumah Sakit Swasta

Klinik Swasta (Dok. Praktek)
NIAGA BESAR
Rumah yang berfungsi sebagai tempat
usaha besar

Industri Rumah Tangga

INDUSTRI
PLN

TELKOM

SANDl

Pig 0- 10 20-Nov 21-30

4.690 5,025
4,690 5,025

1,365

1,365

2,680

2,680

2,680



Pabrik Besar

KHUSUS

Pelabuhan

PB 1 4,355 I I 5.025 I 5,360

Tb I 10,720 10,720 10,720 11,725

(4) TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI, BIAYA PEMELIHARAAN METERDAN BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA

i. TABEL PELAYANAN MOBIL TANGKI

URAIAN

1 Pelayanan mobil tangki PDAM

a. Komersil

b. Non Komersil

c. Terminal Air

d. Direksi/Karyawan

2 Pelayanan mobil tangki Non

PDAM

a. Komersil

b. Non Komersil

HARGAM3 KETERANGAN

Rp. 12,500

Rp. 11,500

Rp. 5,000

Rp. 2,500

Rp. 12,500

Rp. 5,000

2.TABEL BIAYA PEMELIHARAAN METER

UKURAN 1/2" 3/4" 1
(INC)

Biaya 3456 6428 7751
Pemeliharaan

RP

3.TABEL BIAYA ADMINISTRASI

1 1
'A" y/

4" 6" 8'

44114 47895 55458

NO URAIAN

1 Biaya Administrasi

2 Retribusi/ Pajak

JUMLAH BIAYA KETERANGAN

Dibebankan kepadaRp 2400 uiDeoanKtui

Berdasarkan ketentuan pelanggan/ konsumen

yang berlaku



ketentuan TARIF PENYAMBUNGAN air (SAMBUNGAN BARU)
DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA

1. BIAYA PENYAMBUNGAN AIR (SAMBUNGAN BARU)^ ^
(1) Biaya pendaftaran '

Rp. 15.000,-

lelB^rpemTsSgnTn 1(satu)
HP. 5.300,-

- 12 mater P-
- JaraklSma er ^P _

b.GoloCn kelompok IV dan kelompok khusus :
Rp. 225.000,-(TjPenyambungandapatdilaksanakan^^^^^

•=r"?„=r»= —r=

K^u^ter^^ale Selatan berdasarkan ketentuan yang
cBerdasarkan Surat Perintah Kena (SPK) penyambungan

yang ditunjuk.

(2) KETENTUAN PELAKSM^ n^erupakan hak
Pelaksanaan yang dilaku Kabupaten
instalatur dan ^0% -mpakan^ha^^^^^
Konawe Selatan dan p ^ Selatan 50% merupakan



• sTnKsI
PELANGGARAN KONSUMEN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening
a.Pembayaran rekening air bulan beijalan tanggal 20 s/d tanggal 31

dikenakkan denda keterlambatan sebesar Rp. 2,500,- per bulan
b.Pembayaran rekening air bulan berjalan setelah memasuki bulan

berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- per
bulan.

2. Biaya Penyambungan Kembali
a.Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus karena

menunggak labih dari 2 (dua) bulan atau disebabkan karena
perbuatan konsumen yang menyebabkan kerugian PDAM dikenakan
biaya penyambungan kembali sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima
ribu rupiah) dgn terlebih dahulu membayar tunggakan atau
kerugian PDAM.

b.Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus
sementara (Dop Sementara) atas permintaan konsumen dikenakan
biaya penyambungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu
rupah).

c.Batas waktu Dop Sementara 6 (enam) bulan dan apabila lebih 6
(enam) bulan pihak PDAM dapat mengalihkan sambungan tersebut
pada konsumen lain.

d.Sambungan air yang diputus sementara (DOP) dikenakan biaya
administrasi dan pemeliharaan meter.

3. Biaya Balik Nama

a.Bagi konsumen yang meng ajukan permohonan balik nama
dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 5% dari biaya sambungan
baru.

b. Balik nama adalah penggantian atas nama pemilik sambungan a.r
bukan pemindahan posisi meter.

4. Ketentuan - Ketentuan Lain
Pengajuan klaim atas pemakaian air oleh konsumen / pelanggan
dapat ditinjau dengan mengajukan data - data yang lengkap dan
ditetapkan oleh Direksi.
a. Pemindahan alamat sambungan air dikenakan sama dengan

biaya sambungan baru.



b. Apabila pelanggan menjual / menyewakan bangunan beserta
sambungan aimya kepada pihak lain, maka segala akibat yang
timbul termasuk kewajiban biaya rekening bulan berjalan maupun
tunggakan menjadi tanggung jawab pembeli / penyewa.

c. Untuk menghindari timbulnya permasalahan sehubungan point
(b) di atas, maka sebelum teransaksi jual beli / sewa menyewa
bangunan yang ada sambungan airnya terlebih dahulu
dikonsultasikan dengan pihak PDAM.

d. Penutupan / pemutusan sambungan air dilaksanakan karena .
- Permintaan konsumen / pelanggan yang bersangkutan

- Menunggak pembayaran rekening lebih dari 2 (dua) bulan
berturut-turut (diputus / disegel tanpa pemberitahuan) dan
tidak mengurangi kewajiban bagi konsumen, ahli wans atau
penggantinya untuk melunasi seluruh tunggakan termasuk
denda kepada PDAM.

- Merubah segel meter.

- Merubah konstruksi jaringan, menjual / memperdagangkan air
tanpa seizin PDAM.
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